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Arahan Kemenperin Terkait
Operasional Kegiatan Industri selama PPKM Darurat (1) 

1. Kemenperin akan bekerja
bersama dengan K/L, Pemda
dalam melaksanakan (PPKM)
Jawa dan Bali.

2. Kemenperin senantiasa
memastikan kebutuhan pokok
masyarakat terpenuhi (sarana
dan prasarana Kesehatan)

3. Dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19
di wilayah Jawa dan Bali, maka hanya Perusahaan
Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki
IOMKI, dan tergolong dalam sektor essential dan kritikal
yang dapat beroperasi sesuai dengan jumlah staf
maksimal yang telah ditetapkan dalam Instruksi
Mendagri 15 Tahun 2021. Para perusahaan tersebut
harus melaporkan operasionalisasi dan mobilitas
kegiatan industri serta pelaksanaan protokol
kesehatannya melalui SIINas sesuai dengan ketentuan
yang diatur di dalam Surat Edaran Menteri Perindustrian
Nomor 2 Tahun 2021

4. IOMKI yang dimiliki
Perusahaan Industri atau
Perusahaan Kawasan Industri
dapat dicetak dan ditempelkan
pada sarana dan prasarana
industri
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Arahan Kemenperin Terkait
Operasional Kegiatan Industri selama PPKM Darurat (2) 

5. Aparatur yang bertanggung jawab
dalam pengawasan PPKM Darurat Covid-
19 dapat memeriksa kebenaran dan
kesesuaian IOMKI yang dimiliki
Perusahaan Industri atau Perusahaan KI
melalui tanda elektronik

6. Kemenperin akan berkoordinasi dan
bersinergi dengan Satuan Tugas
Penanganan Covid-19 di pusat dan
daerah dalam pemantauan penerapan
protokol kesehatan di Perusahaan
Industri dan Perusahaan KI

7. Kemenperin akan melibatkan KADIN,
APINDO, asosiasi industri, dan asosiasi
Kawasan Industri untuk melakukan
sosialisasi kepada para pelaku usaha
industri agar pelaksanaan PPKM Darurat
Covid-19 dapat berjalan dengan baik.

8. Kemenperin akan melakukan
evaluasi dan pengawasan atas laporan
operasionalisasi dan mobilitas kegiatan
industri pada Perusahaan Industri atau
Perusahaan KI yang memiliki IOMKI
serta akan menindak dengan tegas
dalam hal Perusahaan Industri atau
Perusahaan KI melakukan pelanggaran
atas IOMKI
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Undang Undang Nomor 6 
Tahun 2018

Kekarantinaan Kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020

Panduan Pencegahan Dan 
Pengendalian Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja
Perkantoran Dan Industri Dalam

Mendukung Keberlangsungan Usaha 
Pada Situasi Pandemi

Surat Edaran Menteri Perindustrian 
Nomor 7 Tahun 2020

Pedoman Pengajuan Permohonan
Perizinan Pelaksanaan Kegiatan

Industri Dalam Masa Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Corona Viruse

Disease(COVID-19)

Surat Edaran Menteri Perindustrian 
Nomor 4 Tahun 2020

Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam
Masa Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat Corona Viruse Disease 2019

Instruksi Menteri Perindustrian 
No. 3 Tahun 2020

Penguatan Pengawasan dan 
Pengendalian terhadap
Perusahaan Industri dan 

Perusahaan Kawasan Industri

Surat Edaran Menteri Perindustrian 
Nomor 8 Tahun 2020 

Kewajiban Pelaporan Bagi
Perusahaan Industri dan Perusahaan 
Kawasan Industri yang Memiliki Izin
Operasional dan Mobilitas Kegiatan

Industri

REGULASI TERKAIT PEMBERLAKUAN IOMKI DAN PPKM

Surat Edaran Menteri Perindustrian 
No. 2 Tahun 2021

Partisipasi Industri Dalam Upaya
Percepatan Penanganan dan 

Pengendalian Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19)

Instruksi Menteri Dalam Negeri 
Nomor 15 Tahun 2021

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Darurat Corona Virus 
Disease 2019 di Wilayah Jawa dan 

Bali
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Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2021
Tentang Partisipasi Industri Dalam Upaya Percepatan Penanganan dan Pengendalian

Pandemi Covid-19

1 2 3

Dalam melakukan Kegiatan usaha
industri, Perusahaan Industri dan
Perusahaan KI yang telah memiliki IOMKI
wajib:

a. Bekerja sama memprioritaskan
produksi dan/atau penyediaan sarana &
prasarana untuk pemenuhan
penanganan Covid-19 secara Nasional
sperti Oksigen, tabung oksigen,
ventilator, obat-obatan, APD, masker,
bahan dan alkes lainnya

b. Melaporkan pelaksanaan IOMKI serta
pelaksaan produksi dan/atau penyediaan
sarana & prasarana Kesehatan secara
berkala

Laporan pelaksanaan IOMKI serta
pelaksaan produksi dan/atau
penyediaan sarana & prasarana
Kesehatan dimaksud disampaikan
melalui SIINAS

Perusahaan Industri dan
Perusahaan KI yang tidak
menyampaikan laporan akan
dikenai sanksi berupa
pencabutan IOMKI
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a) Mengoptimalkan kapasitas produksi selama masa kedaruratan Covid-19 sesuai dengan
hasil evaluasi dan verifikasi yang dilakukan Dirjen IKFT

b) Mengalokasikan Produksi Oksigen untuk pemenuhan keperluan medis, dan

c) Melaporkan pelaksanaan produksi, distribusi dan harga produk oksigen kepada Dirjen
IKFT secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan

a) Melakukan evaluasi dan verikasi kempuan produksi dan kebutuhan oksigen untuk
keperluan medis

b) Melaporkan hasil evaluasi dan verifikasi kepada Menteri
c) Memantau pelaksanaan produksi, distribusi, dan harga produk oksigen untuk medis

dan melaporkan hasil pemantauan kepada Menteri
d) Mennginvetarisasi perusahaan industri di bawah binaan Dirjen IKFT yang menggunakan

oksigen dan memastikan industry tersebut mendukung instruksi Menteri

a) Mendukung dan membantu Dirjen IKFT dalam melaksanakan instrusi Menteri ini
b) Mennginvetarisasi perusahaan industri di bawah binaannya yang menggunakan oksigen

dan memastikan industry tersebut mendukung instruksi Menteri

Dirjen IKFT

Dirjen ILMATE
Dirjen IA

Dirjen IKMA
Dirjen KPAII

Pimpinan
Perusahaan 

Industri Kimia 
Dasar Anorganik

Gas Industri

Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Produk Oksigen sebagai Komoditas Strategis Industri dalam Masa Covid-19
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Print Out IOMKI

Izin Operasional dan 
Mobilitas Kegiatan

Industri



Membentuk Tim PIC IOMKI
dalam Masa PPKM Darurat
Kemenperin yang terbagi dalam
5 wilayah PPKM Darurat

Melaksanakan Monitoring dan
Evaluasi bersama Satgas Nasional
dan Pemda dalam kebijakan
IOMKI pada masa PPKM Darurat
secara berkala dan sewaktu-waktu

Melaksanakan Pengawasan dan
Pengendalian dalam Implementasi
Kebijkan Industri di masa PPKM
Darurat

1 2 3

Tindak Lanjut dan Langkah-
Langkah Strategis
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